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Penyelesaian sengketa melalui hakim adalah untuk memulihkan hak seseorang 
yang telah dirugikan, dan melalui hakim pula orang mendapatkan kepastian akan 
haknya yang harus dihormati oleh setiap orang agar kepastian hukum tersebut 
selesai.Hasil penelitian dan pembahasan bahwa  pertimbangan hukum hakim 
dalam memutus sengketa perjanjian pengikatan jual beli tanah pada kasus Nomor: 
146/Pdt.G/2012/PN.Ska, mendasarkan pada Barang bukti Surat P-5 yang diajukan 
oleh Penggugat, meskipun ada disebutkan sebagai perjanjian, namun pada intinya 
ternyata hanya berisi tentang perincian kekurangan pembayaran antara pembeli 
terhadap penjual. Amar putusan hakim terhadap Penggugat melalui Kuasanya 
telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang 
mana surat bukti itu ternyata adalah surat bukti fotocopy yang bermaterai hukum 
Majelis Hakim berpendapat fotocopy surat bukti yang ada aslinya tersebut telah 
memperoleh kekuatan hukum yang sama dengan surat aslinya. 
Kata kunci: Sengketa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah 
ABSTRACT 
 
Settlement of disputesthroughthe judgeistorestore theright of a personwhohas 
beenharmed, andthroughthejudgesalsogetthe assurance ofrightsthatmust 
berespectedbyeveryonethatlegalcertaintyis completed.Results of research and 
discussion that legal considerations in deciding disputes judges binding agreement 
buying and selling land in case No. 146 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska, basing on Exhibit 
P-5 Letter filed by Plaintiff, although there are mentioned as agreement , but in 
essence it was only contain details of deficiency payments between buyer to the 
seller, the Defendant. Amar verdict against Plaintiff through its Attorney has filed 
papers evidence marked as P-1 through P-7, in which the letters are proof that 
turns letters are stamped copy of the law of evidence the Panel of Judges copy the 
letters of evidence that is the original has the same legal force with the original 
letter. 
 










Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya 
alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik langsung 
untuk kehidupan seperti bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk 
melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian, 
perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya.1 
Tanah sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia sehingga diatur 
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan Konstitusi Negara Indonesia. 
Negara mempunyai hak penguasaan atas tanah. Kewenangan di bidang pertanahan 
dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional. Undang-undang No.32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf (k) yang 
mengatur bahwa pelayanan di bidang pertanahan merupakan urusan wajib yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang 
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah ternyata menimbulkan masalah baru, 
yaitu mengenai bentuk lembaga, pembagian tugas, tata cara kerja serta pelayanan 
bidang pertanahannya agar UUPA dapat dilaksanakan secara utuh dan sejalan 
dengan UU No.32 Tahun 2004. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oknum untuk 
memanfaatkan kekosongan hukum sehingga terjadilah peningkatan sejumlah 
sengketa tanah.2 
Sengketa tanah merupakan persoalan klasik, dan selalu ada di mana-mana 
di muka bumi. Oleh karena itu, sengketa yang berhubungan dengan tanah 
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senantiasa berlangsung secara terus-menerus, karena setiap orang memiliki 
kepentingan yang berkaitan dengan tanah.3 
Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar individu 
atau antar individu dengan Badan Hukum. Yang disengketakan beraneka ragam, 
baik menyangkut data fisik tanahya, data yuridisnya, atau karena perbuatan 
hukum yang dilakukan atas tanah.4 
Setiap orang harus menaati peraturan hukum yang telah ditetapkan, orang 
tidak boleh bertindak semaunya sendiri, melainkan harus berdasarkan pada 
peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang. Apabila 
dalam suatu sengketa para pihak tidak dapat menyelesaikan secara damai, maka 
jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah minta penyelesaian melalui hakim. 
Cara penyelesaian melalui hakim ini diatur dalam hukum acara perdata. 
”Proses penyelesaian sengketa lewat hakim bertujuan untuk memulihkan 
hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana 
seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan 
hukum perdata, supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana 
mestinya”.5 
Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di 
pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 HIR atau 143 RBg hakim berwenang untuk 
memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan 
dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk sengketanya dan 
memudahkan hakim memeriksa sengketa itu. Dalam pemeriksaan sengketa, hakim 
                                                            








betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Di dalam 
persidangan, hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihak dengan 
pembuktian masing-masing sehingga hakim dapat menemukan kebenaran yang 
sesungguhnya.6 
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan 
tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu sengketa yang 
diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan 
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 
Sebagai contoh kasus sengketa tanah yang menarik terjadi dalam perkara 
146/Pdt.G/2012/PN.Ska, dimana pihak yang merasa memiliki hak atas tanah, 
ternyata saat Penggugat akan mengurus proses balik nama atas tanah hak milik  
tersebut, menjadi atas nama Penggugat, dan termasuk penggugat akan melunasi 
pembelian atas tanah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- akan tetapi Penggugat 
mengalami kesulitan karena keberadaan Tergugat tidak diketahui keberadannya. 
Berdasarkan pertimbangan hukum mengeni perjanjian jual beli antara Hj. 
Kartinah Soemarmo dengan Tergugat atas sebidang tanah yang merupakan 
gabungan dari tanah Hak Milik Nomor 92 dan Hak Milik Nomor 95, atas nama 
Sri Susilastuti Rahayu (Tergugat) seluas kurang lebih 3200 m2, yang terletak di 
Kelurahan Joyotakan, Serengan, Kotamadya Surakarta, yang mana pada saat 
orang tua Penggugat (Hj. Kartinah Soemarmo) akan meninggal dunia sempat 
berpesan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pembelian tanah yang terletak 
di Kalurahan Joyontakan, Kecamatan Serengan Kotamadya Surakarta seharga Rp. 






5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Penggugat mengalami kesulitan karena 
keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia, sehingga Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta, belum 
mencatat perjanjian jual beli antara Hj. Kartinah Soemmarmo dengan Tergugat 
kedalam Buku Tanah yang kemudian diterbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah 
tersebut, guna selanjutnya dibalik nama dari Hj. Kartinah Soemarmo menjadi atas 
nama Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas segala harta benda 
peninggalannya. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Sengketa Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli Tanah pada (Kasus Nomor : 146/Pdt.G/2012/PN.Ska) 
 
Surat-surat tanda bukti hak yang diberikan berupa Sertipikat hak atas tanah 
dikatakan sebagai alat pembuktian yang kuat, hal ini berarti bahwa keterangan-
keterangan yang tercantum di dalam Sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan 
harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh hakim selama tidak dapat 
dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Apabila pihak lain dapat membuktikan 
sebaliknya maka yang berwenang memutuskan alat pembuktian mana yang benar 
adalah Pengadilan.7 
Berdasarkan bukti Surat P-5 yang diajukan oleh Penggugat, meskipun ada 
disebutkan sebagai perjanjian, namun pada intinya ternyata hanya berisi tentang 
perincian kekurangan pembayaran antara pembeli (Hj. Kartinah) terhadap penjual, 
yaitu Tergugat (Ny. Sri Susilastuti Rahayu) tertanggal 4 Maret 1990, dengan 
menyebutkan harga tambah sebesar Rp. 12.500.000 dan dibayar sebagai harga 






SHM No. 92 dan 95 tertanggal 4 Maret 1990, serta berarti terdapat kekurangan 
pembayarannya  sebesar Rp. 5.000.000 yang mana hal ini ternyata terdapat 
kekurangan merupakan suatu surat perjanjian Jual-Beli antara Hj. Kartinah 
Soemarmo dengan Tergugat, atas sebidang tanah yang merupakan gabungan dari 
Hak Milik Nomor 92 dan Hak Milik Nomor 95, atas nama Sri Susilastuti Rahayu 
seluas kurang lebih 3.200m2, yang terletak di Kelurahan Joyotakan, Serengan, 
Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas dengan 
harga Rp. 40.000.000, yang pembayarannya masih kurang Rp. 5.000.000, 
sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat melalui kuasanya di dalam posititas 
gugatannya. 
Keterangan saksi AMBAR HIDAYATULLAH yang diajukan Penggugat 
di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang mana antara lain 
menyebutkan: “bahwa tanah tersebut di beli oleh Pak Soemarmo pada tahun 1990 
dengan harga Rp.40.000.000,- dan pembelian tanah ini  dilakukan jual belinya di 
depan Notaris serta saksi yang mengantar  Pak Soemarmo ke Notaris dan waktu 
itu pembayarannya belum lengkap (masih kurang), sedangkan ibu Kartinah yaitu 
istri Bapak Soemarmo.  
Sedangkan bukti surat P-7 yang berupa penagihan PBB tertanggal 18 
Februari 2013 adalah kepada Bapak H. Sumarmo, sehingga hal ini sesuai dengan 
keterangan saksi AMBAR HIDAYATULLAH diatas, yang mana berarti 
perjanjian pembelian tanah tersebut sebenarnya dilakukan oleh Bapak Soemarmo 
sendiri. 
Dengan duduk perkara sengketa yang diajukan di Pengadilan Negeri 
Surakarta yaitu setelah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2006, 




Soelistyaningsih selaku ahli waris yang berhak atas segala harta benda 
peninggalannya maupun piutang-piutang Pihak lain yang belum terselesaikan, 
dalam hal ini bertindak selaku Penggugat; 
Pada saat orang tua Penggugat (Almarhumah Hj. Kartinah Soemarmo) 
akan meninggal dunia sempat berpesan kepada Penggugat untuk menyelesaikan 
pembelian tanah yang terletak di Kalurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, 
Kodya Surakarta, seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang 
pembayarannya masih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk 
pelunasan setelah tanah tersebut dikosongkan dari penghuni; 
Tanah Hak Milik Nomor 92 dan Hak Milik Nomor 95 atas nama Ny. Sri 
Susilawati Rahayu, yang terletak di Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, 
Kotamadya Surakarta pada waktu terjadi transaksi jual-beli telah diserahkan 
kepada orang tua Penggugat dalam keadaan dihuni oleh beberapa penghuni, akan 
tetapi sejak tahun 1992 para penghuni telah meninggalkan tanah tersebut dalam 
keadaan kosong, dan sejak tahun 1992 tanah tersebut hingga kini secara terus 
menerus dikuasai oleh Penggugat (selama 20 tahun), bahkan pajak pun selalu 
dibayar oleh Penggugat tanpa ada pihak yang keberatan; 
Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa jual beli tanah seperti pada 
kasus di atas sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur 
Kekuasaan Kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari 




dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan hakim dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya wajib menjaga kemandirian Pengadilan.8 
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tampak antara positas 
termasuk petitum gugatan dengan alat bukti, baik surat maupun saksi yang 
diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya di persidangan adalah saling tidak 
bersesusian, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau 
kabur atau istilah hukumnya obscuur libel  dan tidak memenuhi syarat materiil 
gugatan serta untuk itu sebagai konsekuensinya secara yuridis formal gugatan 
Penggugat ini haruslah dinyatakan  tidak dapatditerima (niet ontvankelijk 
verklaard).  
Amar putusan hakim dalam memutus sengketa perjanjian pengikatan jual 
beli tanah pada (Kasus Nomor : 146/Pdt.G/2012/PN.Ska) 
 
Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah 
yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah 
sangat kuat. Hal ini karena pada Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat 
dihadapan notaries maka aktanya telah menjadi akta notaris sehinga merupakan 
akta otentik, sedangkan untuk yang dibuat tidak dihadapan notaris maka menjadi 
akta dibawah tangan yang pembuktiannya berada dibawah akta otentik, walaupun 
dalam Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memang disebutkan 
bahwa akta dibawah tangan dapat mempunyai pembuktian yang sempurna seperti 
akta otentik apabila tanda tangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang 
menanda tanganinya.9 
Sengketa jual beli tanah antara Hj. Soelistyaningsih dengan Ny. Susilastuti 
Rahayu mengenai pengikatan  perjanjian jual tanah yang sebernarnya sudah sesuai 
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Indonesia dikaitkan dengan TRIPS WTO, Bandung: Alumni, hal. 106. 




dengan perundang-undangan baik hukum perdata dan hukum UUPA, hal ini 
sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, demikian 
pula Turut Tergugat hadir dengan diwakili oleh JIKO SETYADI, A.Ptnh. 
berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Nopember 2012, sedangkan Tergugat yang 
sudah tidak diketahui tempat tinggalnya lagi tidak pernah hadir di persidangan, 
meskipun terhadap yang bersangkutan telah dilakukan pemanggilan secara umum 
dua kali berturut-turut dengan sah dan patut sesuai relas panggilannya. Oleh 
karena para pihak tidak pernah hadir secara lengkap, maka penyelesaian sengketa 
secara mediasi tidak dapat diselenggarakan, sehingga selanjutnya perkara 
dilanjutkan pemeriksaannya, dimana Penggugat membacakan surat gugatannya, 
gugatan mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. 
Berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa posita gugatan dan rangkaian 
jawab jinawab serta surat-surat bukti yang diajukan Penggugat maupun turut 
Tergugat dan dua orang saksinya Penggugat dapat disimpulkan yang menjadi 
pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai perjanian jual beli antara Hj. 
Kartinah Soemarmo dengan Tergugat atas sebidang tanah yang merupakan 
gabungan dari tanah Hak Milik Nomor 92 dan Hak Milik Nomor 95, atas nama 
Sri Susilastuti Rahayu (Tergugat) seluas kurang lebih 3200m2, yang terletak di 
Kelurahan Joyotakan, Serengan Kotamadya Surakarta, yang mana pada saat orang 
tua Penggugat (Hj. Kartinah Soemarmo) akan meninggal dunia sempat berpesan 
kepada Penggugat untuk menyelesaikan pembelian tanah yang terletak di 
Kalurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan Kodya Surakarta, seharga Rp. 
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang pembayarannya masih kurang Rp. 
5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Penggugat mengalami kesulitan karena 




Republik Indonesia, sehingga Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta, belum 
mencatat perjanjian Jual-beli antara Hj. Kartinah Soemarmo dengan Tergugat  ke 
dalam Buku Tanah yang kemudian diterbitkan sertifikat Hak Milik atas tersebut, 
guna selanjutnya dibalik nama dari Hj. Kartinah Soemarmo menjadi atas nama 
Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas segala harga benda peninggalannya. 
Turut tergugat telah membantah dalil-dalil yang dikemukakan pihak 
Penggugat, maka kesempatan pertama mengajukan pembuktian dibebankan 
kepada Penggugat. Kesempatan tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah 
mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang  
mana surat-surat bukti itu ternyata adalah surat-surat bukti foto copy yang 
bermeterai temple cukup serta di persidangan telah dicocokan dengan surat 
aslinya, maka menurut Hukum Majelis Hakim berpendapat foto copy surat-surat 
bukti yang ada aslinya tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang sama 
dengan surat aslinya. 
Amar putusan hakim dalam perkara sengketa jual beli tanah bahwa  
Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat 
Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan 
untuk  mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para 
pihak.10 
Pertimbangan tersebut di atas, maka tampak antara posita termasuk 
petitum gugatan dengan alat bukti, baik surat maupun saksi yang diajukan oleh 
Penggugat melalui Kuasanya di persidangan adalah saling tidak bersesuaian, 
sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur atau 






untuk itu sebagai konsekuensinya secara yuridis formal gugatan Penggugat ini 
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);  
Dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, 
maka sudah sepatutnya Pengugat dihukum atas kerugiannya sendiri untuk 
membayar biaya perkara ini.Mengingat, pasal-pasal dari HIR dan pasal-pasal dari 
peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Oleh karena amar 
putusan dalam sengketa jual beli tanah yaitu dinyatakan bahwa gugatan 
Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)  danmenghukum 
Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini diperinci sebesar 





Berdasarkan analisis dan pembahasan data yang telah dilakukan, maka 
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
PertamaPertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa perjanjian 
pengikatan jual beli tanah pada kasus Nomor: 146/Pdt.G/2012/PN.Ska, 
mendasarkan pada: (i) Almarhum Hj. Kartinah Soemarmo, selaku orang tua 
Penggugat, pada sekitar tahun 1990, pernah membeli sebidang tanah seluas 
kurang lebih 3200 m2, hal ini sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, yang  dimaksud dengan jual beli adalah:  ”suatu perjanjian 
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk  menyerahkan hak atas 
suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga  yang telah dijanjikan 
dan pendapat Boedi Harsono di mana pihak penjual menyerahkan tanah dan 




pembeli. (ii) Barang bukti Surat P-5 yang diajukan oleh Penggugat, meskipun ada 
disebutkan sebagai perjanjian, berisi tentang perincian kekurangan pembayaran 
antara pembeli (Hj. Kartinah) terhadap penjual, yaitu Tergugat (Ny. Sri Susilastuti 
Rahayu), dengan menyebutkan harga tambah sebesar Rp. 12.500.000 dan dibayar 
sebagai harga jadi sebesar Rp. 7.500.000 sesuai bukti surat P-6 berupa kwitansi 
pembelian tanah SHM No. 92 dan 95 tertanggal 4 Maret 1990, serta berarti 
terdapat kekurangan pembayarannya  sebesar Rp. 5.000.000. Hal ini diatur Pasal 
1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dengan mana pihak 
yang satu mengikatkan dirinya untuk  menyerahkan hak atas suatu barang dan 
pihak yang lain untuk membayar harga  yang telah dijanjikan dan pendapat 
Tirtodiningrat bahwa hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk 
menimbulkan akibat hukum. 
KeduaAmar putusan hakim dalam memutus sengketa perjanjian 
pengikatan jual beli tanah pada kasus Nomor : 146/Pdt.G/2012/PN.Ska: (a) 
Berdasarkan sengketa perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri Surakarta 
yang sesuai dengan tujuan utama dalam suatu proses di muka pengadilan adalah 
untuk memperoleh putusan hakim yang adil dan berkekuatan hukum yang tetap 
(inkracht van gewijsde) dengan berdasarkan atas pertimbanganpertimbangan yang 
diyakini oleh hakim, disusun secara logis, sistematis, serta saling berhubungan. 
Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat 
negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan 
untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. (b)Sri 
Susilastuti Rahayu telah membantah dalil-dalil yang dikemukakan pihak 
Penggugat, atas kesempatan pertama mengajukan pembuktian dibebankan kepada 




surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana surat-surat bukti 
itu ternyata adalah surat-surat bukti fotocopy yang bermeterai hukum Majelis 
Hakim berpendapat fotocopy surat-surat bukti yang ada aslinya tersebut telah 
memperoleh kekuatan hukum yang sama dengan surat aslinya.(c) Petitum gugatan 
dengan alat bukti, baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui 
kuasainya di persidangan adalah salah tidak bersesuaian, sehingga menyebabkan 
gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur atau istilah hukumnya Obscuur 
Libel dan tidak memenuhi syarat materiil gugatan serta untuk itu sebagai 
konsekuensinya secara yuridis formal gugatan Penggugatan ini haruslah 
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).  
 
Saran 
Pertama untuk hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap SengketaPerdata 
jual beli tanah hendaknya didasarkan atas hukumatau peraturan dalam beracara, 
melandasi berbagai pertimbangan danputusan dengan keadilan, selain berdasarkan 
pada ketentuan hukum yangberlaku tersebut, hakim harus mendasarkan putusan 
pada ketentuan teorimengenai obyek sengketa khususnya jual beli tanah yang 
bersengketa. 
Kedua untuk hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam putusan Sengketa 
Perdata tentang jual beli tanah yang bersengketa menguatkan putusan Sengketa 
Perdata jual tanah di Pengadilan Negeri Surakarta dalam hal ini hakim Pengadilan 
Tinggi Jawa Tengah hendaknya memiliki pertimbangan yang lebih baik yang ia 
yakini sendiri mengandung keadilan dan manfaat bagi para pihak yang 
bersengketa sebelum memutuskan untuk menguatkan putusan hakim Pengadilan 
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